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ABSTRACT 

This research aims to analyze the implementation of the Sustainable Development Goals Indonesia One-

Green Finance Facility (SIO-GFF) program as a form of effort to improve the Indonesian economy after 

COVID-19. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach, where 

data collection is carried out through book sources, journal articles, theses and also internet sites. This 

research uses Interdependence theory to explain how the SIO-GFF program is implemented and to explain 

the success of the program. The research results show that the SIO-GFF program can attract the attention 

of the public, both local and international financial institutions and the private sector. 

Keywords: Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF), and 

COVID-19. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program Sustainable Development Goals 

Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF) sebagai bentuk upaya perbaikan perekonomian 

Indonesia pasca COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui sumber buku, artikel jurnal, skripsi, 

thesis dan juga situs internet. Penelitian ini menggunakan teori interdependence untuk menjelaskan 

bagaimana implementasi dari program SIO-GFF serta menjelaskan keberhasilan dari program tersebut. 

Hasil penelitian memaparkan bahwa program SIO-GFF ini dapat memikat perhatian khalayak, baik itu 

lembaga keuangan lokal, internasional, maupun sektor swasta. 

Kata kunci: Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF) dan 

COVID-19. 

 

PENDAHULUAN 

Virus Corona adalah kelompok virus 

yang dapat menyebabkan penyakit pada 

hewan ataupun manusia. Beberapa jenis virus 

Corona diketahui menyebabkan infeksi 

saluran nafas pada manusia mulai dari batuk 

pilek hingga yang lebih serius seperti Middle 

East Respiratory Syndrome (MERS) dan 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Virus Corona yang baru ditemukan 

menyebabkan penyakit COVID-19. Virus 

baru dan penyakit ini tidak dikenal sebelum 

mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan 

Desember 2019. Namun pada sejak 2020 

awal, COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi  

yang  terjadi  di  banyak negara di seluruh 

dunia (Home, 2023). 

Wabah COVID-19 ini menyebabkan 

ratusan ribu kematian, penutupan perbatasan, 

penutupan perekonomian dan mendatangkan 

banyak kerugian berskala besar yang belum 

pernah terjadi sebelumnya. Hal ini tentunya 
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sudah membebani banyak pihak, mulai dari 

pemerintah, layanan kesehatan, perusahaan 

dan sebagainya, yang di mana tentunya hal ini 

akan mempengaruhi kesejahteraan negara 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

(Harper et al., 2020). 

Pandemi COVID-19 menimbulkan 

dampak luar biasa bagi perekonomian dunia 

dan negara-negara yang terdampak. Ancaman 

resesi pun sudah di depan mata. Bahkan, 

negara sekuat Singapura, Korea Selatan, 

Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, 

Inggris dan Perancis pun sudah merasakan 

imbas dari pandemik COVID-19 ini. Hal ini 

juga dirasakan oleh Indonesia di mana dalam 

dua kuartal berturut-turut pertumbuhan 

ekonomi nasional mengalami kontraksi 

hingga -5,32%. 

Untuk mencegah dan memutuskan 

laju penularan virus ini, beberapa negara 

terdampak melakukan upaya lockdown, 

karantina wilayah dan pembatasan sosial 

skala besar (PSBB). Sejumlah kegiatan 

diberhentikan, baik itu penerbangan, 

transportasi darat dan laut demi mencegah 

penularan virus.  

Wabah COVID-19 ini memiliki 

dampak yang kurang bagus terhadap 

perekonomian Indonesia. Hal itu dapat dilihat 

pada perlambatan pertumbuhan ekonomi 

yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 

2,97% pada tahun 2020. Perlambatan 

pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti 

dengan peningkatan  jumlah  pengangguran, 

yang menurut data Bank Dunia meningkat 

dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% 

pada tahun 2020 (Negara, n.d.). Untuk itu, 

pemerintah Indonesia perlu membuat 

kebijakan guna dapat mengurangi dampak 

pada perekonomian yang disebabkan oleh 

pandemi COVID-19 ini. Salah satu bentuk 

upaya tersebut adalah pembangunan 

infrastruktur. 

Pembangunan infrastruktur dianggap 

sebagai faktor kunci dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan menarik investor 

asing untuk produksi dan produktivitas yang 

berkelanjutan. Sebaliknya, tingkat 

infrastruktur yang tidak memadai 

menghambat pertumbuhan ekonomi, suatu 

situasi yang dialami oleh negara-negara 

berkembang. Hal ini mengharuskan 

pemerintah untuk berinvestasi pada 

infrastruktur yang dilengkapi dengan 

pendanaan eksternal (What Is Infrastructure 

Development | IGI Global, n.d.) 

Selain itu, pembangunan infrastruktur 

juga berdampak terhadap pertumbuhan 

pendapatan agregat. Bagian lain dari literatur 

terkini  juga telah  mengkaji  dampaknya 

terhadap ketimpangan pendapatan. Gagasan 

mendasarnya, dalam kondisi yang tepat 

pembangunan infrastruktur dapat 

memberikan dampak positif terhadap 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

miskin (Estache et al., 2002). 

Pembangunan infrastruktur dipercaya 

dapat memberikan peran penting untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi baik di 

tingkat nasional maupun daerah, serta 

mengurangi pengangguran, mengentaskan 

kemiskinan dan tentunya meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, 

pemerintah Indonesia berkomitmen untuk 

terus meningkatkan pembangunan 

infrastruktur, karena ketersediaan 

infrastruktur yang handal merupakan hal 

yang sangat penting untuk meningkatkan 

perekonomian dan pertumbuhan dana usaha 

(Pembangunan Infrastruktur Dorong 

Pertumbuhan Ekonomi, n.d.). Selain itu, 

pembangunan infrastruktur juga berperan 

penting dalam menyediakan mobilitas untuk 

pergerakan orang dan barang yang efisien, 

serta menyediakan aksesibilitas ke berbagai 

kegiatan komersial dan sosial (Ng et al., 

2019).  

Sementara itu, konsumsi pemerintah 

mengalami penurunan dari 3,25% menjadi 

1,94% akibat pengurangan alokasi di bidang 
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infrastruktur pada tahun 2020 sedangkan 

anggaran kesehatan lebih ditingkatkan 

pemerintah sesuai dengan fokus pemerintah 

untuk penanggulangan pandemi di Indonesia. 

Pada 16 Februari 2022, Asian 

Development Bank (ADB) telah menyetujui 

pinjaman sebesar $150 juta atau senilai Rp 

2,14 triliun (kurs Rp. 14.300/US$) guna 

mendukung fasilitas yang memiliki peran 

penting dalam pemulihan perekonomian 

Indonesia yang berkelanjutan setelah 

pandemi yang disebabkan oleh COVID-19, 

termasuk melalui penargetan khusus proyek 

pasca COVID-19 dalam mendukung proyek 

infrastruktur yang hijau dan layak, agar dapat 

membantu Indonesia mencapai Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 

Development Goals (SDGs) (ADB beri 

pinjaman Rp 2,1 T dukung infra hijau dan 

SDG’s, n.d.). 

Asian Development Bank atau yang 

biasa disebut Bank Pembangunan Asia 

(ADB) sebuah bank multilateral yang 

mendukung proyek-proyek di negara-negara 

berkembang, menciptakan dampak ekonomi 

pembangunan, yang disampaikan melalui 

operasi sektor publik dan swasta, layanan 

konsultasi dan dukungan pengetahuan. ADB 

berkomitmen untuk mencapai Asia dan 

Pasifik yang sejahtera, inklusif, berketahanan 

dan berkelanjutan, sekaligus 

mempertahankan upayanya untuk 

memberantas kemiskinan ekstrem. ADB 

membantu negara-negara anggota dengan 

memberikan pinjaman, bantuan teknis, hibah, 

dan investasi ekuitas untuk mendorong 

pembanguan sosial dan ekonomi. Pinjaman 

ini diberikan melalui fasilitas Sustainable 

Development Goals Indonesia One-Green 

Finance Facility (SIO-GFF). Melalui fasilitas 

ini, pinjaman yang diberikan oleh ADB akan 

digunakan setidaknya untuk 10 proyek, 

dengan minimal 70% dari pembiayaan 

tersebut mendukung infrastruktur hijau dan 

sisanya mendukung target SDGs (Bank, 

2022). Fasilitas ini dipercaya dapat 

meningkatkan pembangunan infrastruktur 

berkelanjutan dan mempercepat pemulihan 

ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19 

dengan menghimpun modal dan menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

Pinjaman perantara keuangan negara 

ke Indonesia guna mendukung pencapaian 

pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui 

pembiayaan transisi yang inovatif. 

Mekanisme SIO-GFF akan menghubungkan 

penyediaan dana dengan sub-proyek yang 

jelas ramah lingkungan. Dirancang sebagai 

fasilitas pengurangan resiko, SIO-GFF 

bertujuan untuk memanfaatkan dana ADB 

dan pemerintah untuk mengkatalisasi 

berbagai dana ramah lingkungan dari sumber 

swasta, institusi, dan komersial dari waktu ke 

waktu (Ddgarcia, 2022). Kementerian 

Keuangan meneruskan   pinjaman kepada 

pemerintah Indonesia ini kepada PT Sarana 

Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. 

Selain itu, ADB juga telah menyetujui 

bantuan teknis guna membantu memperkuat 

kemampuan PT SMI untuk menjalankan 

fasilitas SIO-GFF, dan memperluas layanan 

PT SMI agar dapat mendukung peminjam 

lainnya dan mengkatalisis pendataan swasta. 

Bantuan teknis tersebut didanai senilai US$ 

1,2 juta atau Rp 17,2 miliar dari Departemen 

Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan 

US$ 375.000 atau Rp 5,3 miliar dari Dana 

Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor 

Keuangan Luxembourg. 

PT SMI itu sendiri merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh 

modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara 

Republik Indonesia di bawah Kementerian 

Keuangan yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 

100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan 

Pembiayaan Infrastruktur dengan 8 (delapan) 

sektor operasional yang dapat dibiayai oleh 

PT SMI, yaitu jalan, jembatan, transportasi, 

minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan 

sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air 

minum (Sekilas PT SMI, n.d.). 
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Sebagai katalis pembangunan 

infrastruktur nasional, PT SMI telah 

menciptakan banyak hal positif. PT SMI 

membantu pemerintah dalam percepatan 

pembangunan, yang tidak hanya menciptakan 

perekonomian namun juga dampak sosial dan 

lingkungan bagi masyarakat. Berkat 

pengakuan atas prestasi yang diraih 

sebelumnya, PT SMI terus mendapat 

kepercayaan dari pemegang saham untuk 

melaksanakan program strategis pemerintah.  

Pada tahun 2022, PT SMI ditunjuk 

sebagai Country Platform Manager 

Mekanisme Transisi Energi untuk mengelola 

kerangka pendanaan dan transisi energi 

pembiayaan di negara tersebut. Selain itu, PT 

SMI juga mendapat perluasan mandat sebagai 

Development Finance Institution (DFI) 

dalam rangka mempercepat pemulihan 

ekonomi dan mengantisipasi dampak 

perubahan iklim. Oleh sebab itu, besar 

harapan bahwa PT SMI dapat membantu 

Indonesia dalam mengimplementasikan 

fasilitas SIO-GFF ini untuk pemulihan 

ekonomi pasca COVID-19 sebab 

pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang 

penting sekaligus menjadi sumber 

kebingungan (Chenery & Srinivasan, 1991). 

 

KERANGKA TEORI 

Pinjaman Luar Negeri 

Pinjaman luar negeri dilakukan 

karena penerimaan pemerintah yang berasal 

dari pajak maupun penerimaan lainnya tidak 

mencukupi untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah, baik untuk pengeluaran publik 

maupun pengeluaran aparatur. Dengan 

demikian pinjaman menjadi salah satu faktor 

yang menentukan akan terjadinya 

kesinambungan fiskal dari suatu anggaran 

negara. 

Dalam jangka pendek, utang luar 

negeri sangat membantu pemerintah 

Indonesia dalam upaya menutup defisit 

anggaran pendapatan dan belanja negara, 

akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan 

pengeluaran  pembangunan  yang cukup 

besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan 

ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi 

dalam jangka panjang, ternyata utang luar 

negeri pemerintah dapat menimbulkan 

berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. 

Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri 

Indonesia, termasuk utang luar negeri 

pemerintah, telah meningkat drastis dalam 

hitungan rupiah sehingga menyebabkan 

pemerintah Indonesia harus menambah utang 

luar negeri yang baru untuk membayar utang 

luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. 

Akumulasi utang luar negeri dan bunganya 

tersebut akan dibayar melalui APBN RI 

dengan cara mencicilnya pada tiap tahun 

anggaran. Hal ini menyebabkan 

berkurangnya kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, 

sehingga jelas akan membebani masyarakat, 

khususnya para wajib pajak di Indonesia 

(Atmadja, 2000). 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

(UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara). Keberadaan BUMN 

merupakan konsekuensi dari paham 

kesejahteraan negara yang dianut Indonesia. 

Karakteristik negara kesejahteraan adalah 

keikutsertaan pemerintah dalam seluruh 

sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor 

perekonomian masyarakat. Melalui 

kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha 

tertentu, peran BUMN dalam menghasilkan 

barang atau jasa yang bermutu tinggi dengan 

harga yang terjangkau serta mampu 

berkompetisi dalam persaingan bisnis secara 

global diharapkan dapat memberi manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran 
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rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat 

(Sumiyati, 2013). 

Dalam rangka mengoptimalkan peran 

dan mempertahankan keberadaannya dalam 

perkembangan ekonomi dunia yang semakin 

terbuka dan kompetitif, BUMN perlu 

menumbuhkan budaya korporasi dan 

profesionalisme antara lain melalui 

pembenahan, pengurusan dan pengawasan 

BUMN. Pengurusan dan pengawasan BUMN 

harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

tata-kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance) (Suhayati, 2016). 

Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur telah 

menjadi tema umum dalam berbagai bidang 

kebijakan perdebatan. Misalnya, terdapat 

bukti yang meyakinkan bahwa penyediaan 

infrastruktur yang memadai adalah elemen 

kunci dalam agenda perekonomian yang 

diperlukan agar liberalisasi perdagangan 

dapat mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang 

dimaksudkan untuk realokasi sumber daya 

yang efisien dan pertumbuhan ekspor. Juga, 

sejumlah penelitian berpendapat bahwa akses 

umum terhadap layanan infrastruktur 

memainkan peran penting dalam hal ini 

membantu mengurangi ketimpangan 

pendapatan. 

Dengan latar belakang ini, terdapat 

persepsi yang berkembang bahwa di banyak 

negara tekanan konsolidasi fiskal telah 

menyebabkan kompresi belanja infrastruktur 

publik, yang belum diimbangi oleh 

peningkatan partisipasi sektor swasta, 

sehingga mengakibatkan kurangnya 

penyediaan layanan infrastruktur berpotensi 

menimbulkan dampak buruk yang besar 

terhadap pertumbuhan dan kesenjangan 

(Calderón & Servén, 2004). 

Yang menjadi latar belakang 

pembangunan infrastruktur di Indonesia 

adalah kondisi geografis Indonesia itu 

sendiri. Hal itu karena Indonesia menjadi 

negara kepulauan yang luas. Untuk 

mendukung dan memobilisasi dalam 

peningkatan ekonomi tentunya dibutuhkan 

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan. 

Pembangunan infrastruktur sangat penting 

bagi Indonesia, karena pembangunan di 

berbagai sektor memiliki efek yang signifikan 

terhadap pengembangan wilayah. Selain itu, 

pembangunan yang dilakukan bisa 

memberikan efek nilai tambah industri dan 

menciptakan lapangan kerja yang baru. 

Ada beberapa tujuan yang ingin 

dicapai pemerintah dengan menegaskan 

pembangunan infrastruktur, seperti 

meningkatkan konektivitas, merangsang 

pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di 

tanah air. Pembangunan infrastruktur yang 

ditegaskan ini menjadi wujud keadilan bagi 

rakyat Indonesia. Jadi, pembangunan 

infrastruktur yang ditegaskan pemerintah 

tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun merata 

ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan 

infrastruktur yang baik, mobilitas barang bisa 

semakin mudah dan membuat harga bahan 

pokok produk atau barang menjadi lebih 

terjangkau. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam meneliti “Implementasi 

Program Sustainable Development Goals 

One-Green Finance Facility (SIO-GFF) oleh 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 

Periode 2022-2024”, penulis menggunakan 

jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis 

dan menjelaskan   penelitian dengan 

merumuskan masalah sebagai fokus 

penelitian. Lalu tujuan penelitian secara 

deskriptif untuk menjelaskan dan menjawab 

penelitian sebagai objek yang diteliti. Maka 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa studi 

pustaka yang memperoleh data sekunder 

secara online dari pengumpulan data dan 

informasi melalui buku, skripsi, artikel jurnal, 

dan media cetak untuk mengumpulkan data 
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yang dianggap relevan untuk informasi yang 

akan ditulis oleh penulis. Setelah data 

dikumpulkan, data akan diolah menjadi 

sebuah kesimpulan yang dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan penulis, perekonomian Indonesia 

pasca COVID-19 memiliki dampak yang 

sangat signifikan. Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pembangunan 

infrastruktur dipercaya sebagai kunci dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

menarik investor asing. 

Dengan bekerja sama dengan pihak 

keuangan internasional, Indonesia dapat 

memanfaatkan pembangunan infrastruktur 

sebagai upaya dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi baik di tingkat nasional maupun 

daerah. Hal tersebut diterapkan oleh PT SMI 

sebagai special mission vehicle Kementerian 

Keuangan, untuk mendukung Pengelola 

Proyek Kerja Sama (PJPK) baik di tingkat 

pusat maupun daerah dalam penyediaan 

fasilitas dan mendukung penyiapan proyek. 

Pada tingkat pengendalian transaksi proyek 

KPBU, implementasi fasilitas ini diawali 

dengan membantu dalam mempersiapkan 

pra-studi kelayakan dan mendukung transaksi 

hingga tutup buku atau financial close. 

Negara-negara dengan infrastruktur 

maju menunjukkan komitmen mereka 

terhadap pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang. Hal ini dapat menarik investor asing 

yang mencari peluang investasi yang stabil 

dan berkelanjutan. Indonesia mempunyai 

kebutuhan yang sangat besar terhadap 

infrastruktur   seperti   jaringan transportasi 

(jalan, pelabuhan, bandara), energi (listrik, 

gas), air minum dan telekomunikasi. Selama 

beberapa dekade terakhir, pemerintah 

Indonesia telah menjadikan infrastruktur 

sebagai prioritas utama untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

sosial. 

Begitu juga dengan Departemen Luar 

Negeri dan Perdagangan Australia dan Dana 

Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor 

Keuangan Luxembourg memberikan bantuan 

teknis untuk pemulihan perekonomian 

Indonesia pasca COVID-19. Bantuan teknis 

ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas 

Indonesia dalam mengelola dan membangun 

infrastruktur yang diperlukan untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

bantuan teknis dari Australia dan 

Luxembourg diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap 

pembangunan infrastruktur yang lebih baik di 

Indonesia.  

Selain itu, PLTMH Titab merupakan 

salah satu proyek kerja sama Indonesia- 

Inggris dalam bidang energi terbarukan. 

Inggris memberikan dana hibah untuk proyek 

PLTMH Titab sebagai bentuk dukungan 

berupa kontribusi sebagian biaya konstruksi 

yang dibayarkan secara tunai untuk proyek 

kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha 

(KPBU) yang sudah layak secara ekonomi 

tetapi belum layak secara finansial atau 

dengan kata lain Viability Gap Financing 

(VGF). Tentu saja niat Inggris memberikan 

hibah tersebut adalah untuk meningkatkan 

kelayakan finansial proyek tersebut dalam 

arti lain, manfaat VGF ini adalah untuk 

mengurangi biaya proyek yang harus 

ditanggung oleh PT SMI. 

Hal ini tidak hanya membawa manfaat 

teknologi dan ekonomi, tetapi juga 

mempererat hubungan bilateral Indonesia, 

Australia, Luxembourg dan Inggris di bidang 

energi dan lingkungan. Secara keseluruhan 

proyek-proyek yang dibiayai juga merupakan 

contoh nyata bagaimana kerja sama 

internasional dapat memanfaatkan potensi 

lokal untuk meningkatkan kemandirian 
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energi, mendorong teknologi ramah 

lingkungan, dan memberikan manfaat 

ekonomi bagi masyarakat lokal. Dapat 

disimpulkan bahwa program SIO-GFF ini 

selain dapat membantu kesejahteraan 

masyarakat juga dapat menarik perhatian 

negara-negara lain maupun organisasi 

internasional untuk bekerja sama dalam 

mendorong pembangunan infrastruktur 

ramah lingkungan. 
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